SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 29 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan
Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
Tahun Anggaran 2025;

bahwa dengan adanya penyesuaian dan penambahan
beberapa ketentuan standar harga satuan, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2024 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7039);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan ...
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Gubernur Nomor 900/Kep.419-
BPKAD/2023 tentang  Standar Harga  Satuan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 117);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2024 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 29

TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasall...
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor
29 Tahun 2014 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 29) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Bupati menetapkan Standar Harga  Satuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun
Anggaran 2025.

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. Standar Harga Satuan Barang/Jasa;
b. Standar Harga Satuan standar biaya umum; dan

c. Standar Harga Satuan jasa konstruksi dan
konsultansi.

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,
dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c
belum termasuk pajak.

(2) Standar Harga Satuan standar biaya umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
b termasuk pajak.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang diatur
dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai dasar
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2025 terhitung mulai tanggal
1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember
2025.

(2) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

Pasal Il ...
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Pasal II

Peraturan Bupati ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KERALA BAGIAN

PEI ANG—U%ANGAN,
/

ADI MULYADI

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI BOGOR,
ttd.

RUDY SUSMANTO



